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ABSTRAK

Tanti Wulandari, Fungi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan
Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Skripsi. Jurusan Manajemen
Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2017.

Penelitian ini mengkaji tentang Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan
pendekatan hukum (Juridis) menganalisi kesesuaian antara Peraturan DSN MUI
dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka untuk
memperoleh data yang konkrit mengenai fungsi DPS terhadap Perbankan Syariah
di Yogyakarta. Penulis menganalisis dari hasil studi pustaka atau kepustakaan
yang kemudian disusun dengan apa adanya, tanpa pengujian hipotesa dan
penyusun jabarkan dalam suatu kalimat, sehingga dapat dijadikan kesimpulan
yang logis dan mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content
analysis) menjadi titik berat analisisnya adalah elemen isi materi, yaitu dokumen
yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang akan diolah dan
disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan
menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan
Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan
baik, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep
syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasinal dan praktek
Perbankan Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah
dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa
DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan
DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah
dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah dan Dewan Syariah
Nasional.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini, peneliti memilih judul “Fungsi Dewan
Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)”. Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah
dalam judul penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka
peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat
dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang
diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi
kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuagan syariah terhadap
kepatuhan syariah.!

2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat
dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan
pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan
aspek syari'ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah

dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran

! Khotibul Umam, Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan
Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), him. 115.

1



pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang

memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.?

3. Perbankan Syariah

Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana.
Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang
membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.’

B. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaporan keuangan, industri perbankan menggunakan laporan
keuangan yang berkualitas dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan
sebagai media untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan
Kinerja dari perusahaanya.

Industri perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1992 dengan
munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) membuktikan mampu bertahan di
masa krisis tahun 1997-1998. Namun, bukan berarti bank syariah terbebas dari
risiko. Justru karena kehadiran bank syariah yang merupakan mandat dari

masyarakat muslim akan menghadapi risiko tambahan berupa kepatuhan

? Karnaen A.Perwataatmadja, Apa Dan Bagaimana Bank Islam. (Yogyakarta: Dana Bhaki
Wakaf, 1992 ), him.25.
* Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), him. 32.



syariah dan reputasi karena membawa branding agama serta sistem bagi hasil
yang dapat mempengaruhi fluktuasi keuangan perbankan syariah.

Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat
(konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana
(financial) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan
lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi
seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga
pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain
lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank
adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain.

Pada lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, sistem pembayaran
fleksibel tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti
dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen,
jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan
yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen.*

Kegiatan pembiayaan pada lembaga pembiayaan di sektor Lembaga
Keuangan Non-Bank (yang selanjutnya disebut LKNB) diawasi oleh Badan
Pengawas Pasar Modal, Lembaga keuangan dan Menteri Keuangan sebagai
pengaturan. Namun sejak lahir Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 telah terjadi pergeseran dalam

menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangan.

* Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.103.



Didunia perbankan yang membedakan antara lembaga keuangan
syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian
pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Setiap pelaksanaan
kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib memenuhi kepatuhan
pada prinsip syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan

operasionalnya.

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama Bank Syariah yang
menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008
mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan
namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa dibidang syariah (pasall.12). Adapun asasnya adalah
demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3
menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,
dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan sebuah Dewan Pengawas Syariah tentu saja sangat penting
bagi sebuah lembaga, baik profit maupun non profit. Sebab pada saat ini, ada
sekian banyak permaslahan yang bersifat subhat dan kompleks, sehingga kita

semua ini membutuhkan advidsor atau counselor yang terkait dalam masalah



halal dan haram. Sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya
sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke —
Isiman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak
terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail
masalah dari sudut pandang hokum Islam atau syariah, tentu bukan hal yang
sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli dibidang ekonomi Islam sangat
sedikit. Sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka
keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syariah sudah
menajadi sangat penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah pengawasan
(control) dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam.
Sebuah lembaga perbankan syariah yang operasional secara syariah maka
mutlak membutuhkan sebuah dewan syariah Oleh karena itu apakah hukum
yang dipakai maka hal ini tentu saja adalah hukum Islam.

Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah itu bukan sekedar sebagai
penasehat hukum posistif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam. Maka
Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk
melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai
dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu
pengawasan yang lebih optimal oleh Peranan Dewan Pengawas Syariah agar

produk-produk bank syariah sesuai prinsip syari’ah.



Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang
kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang
selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan
perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi
ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi,
spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-
kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI
No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran untuk
Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.”

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti, sangatlah menarik untuk
dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai: Fungsi Dewan Pengawas
Syariah terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan
permasalahan yaitu: “Bagaimana fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap
Perbankan Syariah di Yogyakarta?”

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai di
dalamnya yaitu: “Untuk mengetahui fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap
Perbankan Syariah di Yogyakarta.”

E. Manfaat Penelitian

> Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada
Group, Jakarta, 2007, him. 28.



Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis
maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya
mengenai fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah.
b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai fungsi
Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh DPS
terhadap Perbankan Syariah.
b. Bagi peneliti lain yang sedang melakukan penelitian, dapat digunakan
sebagai bahan acuan.
c. Bagi peneliti, dapat mengetahui lingkungan penelitian dan ilmu yang
bermanfaat untuk kehidupan masa depan.
F. Telaah Pustaka
Telaah pustaka dilakukan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang
mempunyai kesamaan dalam topic pembahasan. Setelah peneliti melakukan
telaah pustaka, ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji
tentang topik yang sama yaitu:
Pertama, Skripsi karya Nazia Tunisa Alham yang berjudul “Peran

Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”.®

® Nazia Tunisa Alham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan
Pendaftaran Jaminan Fidusia”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.



Dalam Skripsi ini dijelaskan dengan penelitian yang didasarkan pada suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hokum dari sisi normatifnya.

Kedua, Skripsi karya Zacky Nouval yang berjudul “Pengawasan terhadap
Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta”.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa
dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY, OJK telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu melakukan
pengawasan perbankan syariah yaitu dengan ruang lingkup perbankan yang
berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang
berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan DIY.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Boehaqgi yang berjudul “Usulan Model
Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia™®. Hasil
penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengawasan prinsip
syariah pada perbankan syariah di Indonesia baik dengan pendekatan
kelembagaan ataupun pendekatan sistem masih belum optimal.

Dari sisi kelembagaan/organisasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPS
masih terdapat kekurangan dan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan
peraturan. Diantara pengawasan DPS yang berpengaruh terhadap komplik

kepentingan dan independensi yaitu lama jabatan DPS dalam suatu bank

7 Zacky Nouval, “Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa
Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

® Ahmad Boehagi, “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di
Indonesia”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.



syariah yang melebihi aturan, banyaknya nggota DSN yang merangkap sebagai
DPS, dan menerima remunerasi dari bank syariah secara langsung.
G. Kerangka Teori
1. Pengertian Perbankan Syariah
Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana.
Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang
membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.’

2. Aspek Hukum Perbankan Syariah

Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam bidang hukum

perbankan syariah di Indonesia, dinamika peraturan per Undang-Undangan
yang mengatur tentang perbankan syariah akan terus kita jumpai dalam
bentuk dan kasus yang terus berbeda pada setiap masanya. Dalam hal
hukum perbankan syariah di Indonesia, setidaknya ada beberapa peraturan
per Undang-Undangan yang secara umum dan khusus mengatur tentang
perbankan syariah, diantaranya yaitu ketentuan Undang-Undang nomor 7
Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

® Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), him. 32.
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Syariah yang merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur secara
khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia.™
3. Pengawasan Syariah
a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah
bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang
penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS
adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan
DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di
Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan
rekomendasi dari DSN.™*

b. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan
implementasinya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yaiutu sebagai

berikut:

1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli
2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2) Peraturan Bank Indonesia No0.6/24/PBI1/2004 tanggal 14 Oktober

tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang

'° Burhanudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha llmu,
2010), him. 36-39.
“Muhammad Firdaus, dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta:
Renaisan, 2005), him. 16.
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berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No.7/35/PBI1/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip
Syariah.

3) Peraturan Bank Indonesia No0.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang
perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan

setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS)*.

c. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:*®
1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga
Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2) DPS berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga
Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan

pada Dewan Syariah Nasional (DSN).

http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-
persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/ diakses tanggal 9 Juli 2017

BMuhammad Firdaus, dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta:
Renaisan, 2005), him. 16.
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3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga
Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya
dua kali dalam tahun anggaran.

4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan DSN.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif,
Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang hasil datanya berupa data
deskriptif kualitatif. Menurut Bognan dan Taylor dalam Andi Prastowo,
menyatakan, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif kualitatif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati.*

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk
memperoleh data yang konkrit mengenai fungsi DPS terhadap Perbankan
Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diantaranya dengan
mengumpulkan data-data aktual, dengan melaksanakan studi pustaka,
sehingga dapat menghasilkan apa yang dicari.

2. Sumber data
Karena dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber

data primer yang digunkan dalam penelitian ini merupakan data atau

" Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), him. 22.
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informasi yang diperoleh dari data kearsipan atau laporan-laporan yang
berkenaan dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang
digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian
ini adalah dengan cara mempelajari dokumentasi. Dokumentasi adalah
mencari data mngenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku, arsip-

arsip atau dokumen-dokumen.?®

Metode dokumentasi merupakan cara
pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting, yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah
bukan berdasarkan pemikiran.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara
mengambil data-data primer berupa dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan syariah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan
refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.’® Dalam

penelitian ini peneliti menganalisis dari hasil studi pustaka atau kepustakaan

yang kemudian disusun dengan apa adanya, tanpa pengujian hipotesa dan

'> Masri Singaribun dan sofyan effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LPES, 1989),
him. 192.
'® Jhon W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 274.
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penyusun jabarkan dalam suatu kalimat, sehingga dapat dijadikan
kesimpulan yang logis dan mudah dipahami terhadap masalah yang diteliti.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content
analysis). Menurut Klaus Krippendorf analisis isi adalah teknik penelitian
yang diamanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflikatif dan sahih

dari data atas dasar konteksnya."’

Dalam penelitian ini yang menjadi titik berat analisisnya adalah
elemen isi materi, yaitu dokumen, jurnal serta buku-buku dan lain
sebagainya yang berkenaan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah
kemudian akan dianalisis kesesuaian antara teks dengan konteks yang ada
yaitu implementasi fungsi DPS terhadap Perbankan Syariah dan
disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti

sehingga dapat menjadi jawaban dari pokok permasalahan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan kejelasan lebih lengkap gambaran mengenai arah dan
tujuan penelitian ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan
sebagai berikut:
Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul
penelitian yang menjelaskan tentang sub-sub judul penelitian, latar belakang
masalah atau alasan yang mendasari atas dilakukannya penelitian ini dan

disertai rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan

YKlaus Krippendorf, Analisis Isi, Pengantar Teori Dan Metodelogi, trej, farid wadjiji,
(Jakarta: Rajawali,1995), him. 61.
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dilakukan, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah
dilakukan sebelumnya sebagai bahan kajian terkait penelitian yang akan
dilakukan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, gambaran umum Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
meliputi; pengertian Dewan Pengawas Syariah, sejarah pembentukan Dewan
Pengawas Syariah, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Fungsi
Dewan Pengawas Syariah, Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah,
Lembaga Keuangan Syariah yang Diawasi oleh DPS, Petunjuk Pelaksanaan
dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum Perbankan Syariah yang
meliputi; Sejarah Perbankan Syariah, Fungsi Perbankan Syariah, Peran
Perbankan Syariah, Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Produk Perbankan
Syariah, Jenis dan Kegiatan Perbankan Syariah.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis Fungsi Dewan Pengawas
Syariah Dan Implementasinya Terhadap Praktik Perbankan Syariah provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan penutup, memuat tentang Kesimpulan dan

Saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan peneliti dalam bagaian sebelumnya dari

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan fungsi dewan pengawas syariah pada Perbankan Syariah
Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu memastikan dan mengewasi kesesuaian kegiatan
operasional bank, penilaian aspek syariah, dan pemberian opini terhadap konsep
operasional dan produk syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasioanal serta
penyampaian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada direksi,
komesaris, dan Dewan Syariah Nasional. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan
fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan dengan baik.

2. Implementasi pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu
mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan. Dari hasil penelitian
yang dilakukan menunjukan bahwa implemantasi pelaksanaan fungsi yang dilakukan
oleh Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta
sudah dilakukan dengan baik.

B. Saran

1. Dewan Pengawas Syariah hendaknya memperbaiki sistem pengawasan agar tidak
memberikan peluang kepada lembanga keuangan yang mengunakan prinsip syariah.

2. Kepada pihak Bank yang mengunakan prinsip syariah hendaklah menerapkan sistem
perbankan syariah secara kafah agar prinsip syariah tidak ternodai oleh kepentingan

sepihak.

83
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3. Kepada peneliti selanjutnya untuk meniliti secara komperhensif mengani Dewan
Pengawas Syariah Sehingga kita dapat lebih luas memahami dan mengetahui tentang

DPS secara mendatail, dan harapan penelitian selanjut tidak hanya pada bank saja.
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SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.37/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memberikan sertifikat kepada :

Nama : Tanti Wulandari
Tempat, dan Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Juni 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10240088

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya
Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :
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Kecamatan . Panggang
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dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,75 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munagasyah
Skripsi.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A.,
NIP. : 19651114 199203 2 001
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